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ABSTRAK

Dikeluarkannya BPD dari kalegori pemerintahan desa tentu tidak terlepas dari
arah kebijakan hukum (legal policy) dari UU No.6/2016 yang menurut
penclusuran penulis merupakan kritik pada undang-undang sebelumnya, yakni
terhadap pola hubungan antara BPD dan kepala desa dalam UU No.32/2004
tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan pola hubungan BPD dan kepala desa
dalam UU No.32/2004 sendiri merupakan koreksi atas pola yang telah berlaku
sebelumnya, yakni dalam UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang lahir dalam kondisi politik yang terselimuti oleh euforia reformasi.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah hubungan hukum antara
kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta bagaimanakah hubungan hukum antara
kepala desa dengan badan permusyawaratan desa menurut Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan
Permusyawaratan Desa yang kembali diperkuat dan “dipersenjatai” dengan 3
(tiga) fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan dikembalikannya fungsi
kontrol, diharapkan mekanisme checks and balances di pemerintahan desa bisa
diwujudkan.

Hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa
menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah_
bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang telah dipreteli sedemikian rupa dari
bentuk kelembagaan sebelumnya hingga seperti “macan ompong”, karena hanya
diberikan 2 (dua) fungsi, yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala deszf
serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tanpa adanya dua fungsi
sebelumnya, eksekutif desa bisa menjalankan kehendaknya tanpa adanya

pengawasan.

Kata Kunci : Kepala, Desa, Permusyawaratan.
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BAB IV

PENUTUP

\. Kesimpulan

Setelah - »
etelah melakukan penelitian gap, pembahasan pada bab sebelumnya,
maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

. Hubung
; ubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan

desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa

Badan Permusyawaratan Desa yang kembali diperkuat dan

“dipersenjatai” dengan 3 (tiga) fungsi membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan
kinerja Kepala Desa. Dengan dikembalikannya fungsi kontrol,
diharapkan mekanisme checks and balances di pemerintahan desa bisa
diwujudkan.

2. Hubungan hukum antara kepala desa dengan badan permusyawaratan
desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Badan Permusyawaratan Desa yang telah
dipreteli sedemikian rupa dari bentuk kelembagaan sebelumnya hingga
seperti “macan ompong”, karena hanya diberikan 2 (dua) fungsi, yaitu
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa serta menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat. Tanpa adanya dua fungsi sebelumnya,

eksekutif desa bisa menjalankan kehendaknya tanpa adanya pengawasan.
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